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ABSTRAK
Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (2)). Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 34 ayat 1). Kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. ”BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Dalam hal ini permasalahan yang terjadi tentang Prosedur Pengelolaan Kekayaan Desa, yang lebih fokuskan pada pengelolaan keuangan Desa. Adapun permasalahan yang sering terjadi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yaitu; 1) Banyaknya kekayaan asli Desa Sungai Pinang yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa untuk meningkatkan pembangunan serta taraf hidup masyarakat khususnya di Desa Sungai Pinang. 2) Banyaknya warga masyarakat Desa Sungai Pinang yang belum mengetahui tentang prosedur pengelolaan kekayaan desa.. Mengacu kepada persoalan di atas, maka rumusan masalah dalam pengabdian ini adalah bagaimana peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan Desa sungai Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah agar Perangkat dan Masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dapat mengetahui dan meningkatkan kapasitas pemerintah Desa dalam Pengelolaan keuangan Desa. Manfaat Pengabdian ini untuk dosen Bagi Dosen, bertambahnya Khasanah ilmu dan pengetahuan mahasiswa itu sendiri mengenai Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Rokan Hilir, Bagi Perguruan Tinggi, tercapainya catur darma dari perguruan tinggi yang ada di Universitas Islam Riau yang salah satunya adalah pengabdian terhadap masyarakat. Bagi Masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun target pengabdian kepada masyarakat ini adalah Meningkatkan kesadaran kepada pemerintahan desa serta masyarakat pentingnya pemahaman tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa untuk mewujudkan Pembangunan tepat Sasaran. Lokasi dari kegiatan pengabdian ini adalah Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Desa ini berjarak kurang lebih 7 Jam perjalanan dari kota Pekanbaru. Adapub waktu kegiatan ini dilaksanakan pada hari sabtu. Tanggal 28 Desember 2018 pukul 09.00 WIB sampai dengan Selesai. Metode pelaksanaan dilakukan dengan pendampingan dan tanya jawab dengan masyarakat dan perangkat Desa. Selanjutnya Tim Pengabdian akan melakukan peninjauan langsung terhadap dokumen- dokumen yang ada pada arsip Desa guna melihat kekurangan-kekurangannya. Materi yang disampaikan dalam pengabdian ini adalah UU no. 6 Tahun 2014 serta materi yang mendukung. 
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ABSTRACT
Village government is the administration of government affairs and the interests of local communities in the NKRI government system (Law Number 6 of 2014 concerning Villages Article 1 Paragraph (2)). The village head as the organizer of the village government is directly elected by the community through the election of the village head (Law Number 6 of 2014 Article 34 paragraph 1). The village head in village administration is assisted by village officials, namely the village secretary and other village officials. "BPD is located as an element of village administration, functions to determine village regulations with the village head, to accommodate and channel the aspirations of the community". In this case the problems that occur are about Village Wealth Management Procedures, which are more focused on village financial management. The problems that often occur in Sungai Pinang Village, Pujud District, Rokan Hilir Regency are; 1) The many original assets of Sungai Pinang Village can be used as a source of original village income to improve development and the standard of living of the community, especially in Sungai Pinang Village. 2) The many residents of Sungai Pinang Village community who do not yet know about the procedures for managing village wealth. Referring to the above problem, the formulation of the problem in this service is how to increase the capacity of the village government in financial management of Sungai Pinang Village, Pujud River District, Rokan Hilir Regency. The purpose of this service is so that the Device and Community of Sungai Pinang Village, Pujud District, Rokan Hilir Regency can find out and improve the capacity of the village government in managing village finances. The benefits of this service are for lecturers for lecturers, the increase of students' knowledge and knowledge about the Government's Capacity Building in Village Financial Management Sungai Pinang Village, Pujud Rokan Hilir District, For Higher Education, the achievement of darma chess from universities in Riau Islamic University. one of them is community service. For the Community, so that the community can know clearly about Capacity Building of Village Governments in Village Financial Management. The target of community service is to increase awareness of the village government and the community the importance of understanding the Capacity Building of Village Governments in Village Financial Management to realize the Target Development. The location of this community service activity is Sungai Pinang Village, Pujud District, Rokan Hilir Regency. This village is approximately 7 hours drive from the city of Pekanbaru. The timing of this activity is carried out on Saturdays. December 28, 2018 at 09.00 WIB until Completed. The method of implementation is carried out with assistance and question and answer with the community and village officials. Furthermore, the Dedication Team will conduct a direct review of the documents that are in the Village archive to see the shortcomings. The material presented in this service is Law no. 6 of 2014 and supporting material.
Keywords: Capacity Building, Village Government, Village Finance
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (2)). Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 34 ayat 1). 

Guna mempercepat pembangunan di segala bidang, maka upaya peningkatan dan pemerataan kemampuan Pemerintah Desa di seluruh Indonesia mutlak diperlukan. Salah satu strateginya oleh Talizudhu Ndaraha disebutkan bahwa desentralisasi pembangunan sampai ke desa, di mana bermakna bahwa konsep “bineka” dalam lambang negara menjadi jelas serta asas desentralisasi mengisi konsep rumah tangga desa. Untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan desa diperlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa, yang isinya adalah perencanaan operasional/kegiatan dari program umum Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang berisi tentang target minimal penerimaan dan maksimal pengeluaran keuangan Desa. 

Dalam hal ini permasalahan yang terjadi tentang Prosedur Pengelolaan Kekayaan Desa, yang lebih fokuskan pada pengelolaan keuangan Desa. Adapun permasalahan yang sering terjadi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yaitu; 
1. Banyaknya kekayaan asli Desa Sungai Pinang yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa untuk meningkatkan pembangunan serta taraf hidup masyarakat khususnya di Desa Sungai Pinang.
2. Banyaknya warga masyarakat Desa Sungai Pinang yang belum mengetahui tentang prosedur pengelolaan kekayaan desa.
3. Beragamnya tingkat ekonomi serta pendidikan warga masyarakat di Desa Sungai Pinang.
4. Rawannya terjadi penyimpangan yang dilakukan di dalam pengelolaan kekayaan yang dimiliki oleh desa. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka kami sebagai insan Akademisi sejatinya perlu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dan bagian dari pada pengabdian kepada masyarakat, maka dari pada itu akan melaksanakan sosialisasi tentang peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. 
Selanjutnya untuk mencari solusi untuk sebagai pemecahan masalah tersebut maka, tim merumuskan dengan solusi sebagai berikut:
1. Memberikan dukungan kepada perangkat desa dalam bentuk pembekalan pemahaman dalam petunjuk yang ideal dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Memberikan pemahaman kepada perangkat desa terkait kesadaran akan pentingnya untuk paham dalam menguasai pengelolaan keuangan desa.

3. Tim pengabdian melakukan bimbingan langsung dalam penyusunan program-program yang tepat sasaran untuk pembangunan desa.
Kemudian untuk target dan luaran dari pengabdian kepada masyarakat maka dapat diuraikan di bawah ini;

1. Bertambahnya kesadaran perangkat desa yang bekerja akan pentingnya untuk penyusunan keuangan darah sesuai dengan peraturan, agar terhindar dari pelanggaran pidana.

2. Target yang dapat dicapai yaitu terbentuknya skill perangkat desa dalam pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Target selanjutnya yaitu bagi tim pengabdian kepada masyarakat tercapainya tridarma perguruan tinggi sebagai tugas pokok akademisi ( dosen).
Manfaat dan dampak yang didapatkan dari program pengabdian kepada masyarakat, berdasarkan analisis pra survei di lapangan maka kegiatan tersebut menghasilkan dampak dan manfaat sebagai berikut;

1. Manfaat dan dampak bagi perangkat daerah memperoleh ilmu pengetahuan baru yang bersifat positif terhadap pembangunan desa.

2. Manfaat dan dampak setelah terlaksananya kegiatan ini maka perangkat desa dan masyarakat dapat Bersama sama menjalankan pengelolaan keuangan desa yang transparansi dan efektif

3. Manfaat dan dampak untuk perangkat desa setelah terlaksananya kegiatan pengabdian ini dapat menjadi desa percontohan untuk desa lainnya.

STUDI KEPUSTAKAAN
A. Konsep Peningkatan Kapasitas
Capacity Building merupakan sebagai suatu proses yang menghasilkan peningkatan kemampuan organisasi atau kelompok dalam rangkap untuk mencapai tujuan yang dicapai oleh organisasi atau suatu Lembaga (Brown, LaFond, & Macintyre, 2001). Selanjutnya pengembangan kapasitas merupakan proses peningkatan secara berkelanjutan dari individu , organisasi atau institusi yang tidak hanya terjadi satu kali saja (Milen, 2004). Kegiatan tersebut hanya terjadi dalam proses internal saja dan difungsikan dan dipercepat oleh bantuan dari luar. 
Selanjutnya dalam pengertian tentang peningkatan kapasitas yaitu tujuan akhir dari pengembangan kapasitas adalah untuk memungkinkan organisasi untuk tumbuh lebih kuat dalam mencapai tujuan dan misi (Hardjanto, 2006). 
Kemudian dalam faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kapasitas yaitu terdapat lima poin penting ; Komitmen Bersama, kepemimpinan yang kondusif, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, peningkatan kekuatan dan kelemahan (Milen, 2004; 

ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"author":[{"dropping-particle":"","family":"Rivai","given":"Veithzal","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Mulyadi","given":"Deddy","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2009"]]},"title":"Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi: Jakarta: Rajawali Pers","type":"article-journal"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=6ee4185f-948d-4f3f-9f0c-3fa9336c9097"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"(Rivai & Mulyadi, 2009)","manualFormatting":"Rivai & Mulyadi, 2009)","plainTextFormattedCitation":"(Rivai & Mulyadi, 2009)","previouslyFormattedCitation":"(Rivai & Mulyadi, 2009)"},"properties":{"noteIndex":0},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}Rivai & Mulyadi, 2009). 
Dalam pengembangan kapasitas terdapat cara sendiri untuk menjalankan aktivitasnya yang menyebabkan terjadi perubahan kapasitas pada sebuah individu, System atau organisasi. Selanjutnya ada tahapan atau fase dalam pengembangan kapasitas menurut gandara dalam (Sari, 2014) yaitu; 1) fase persiapan 2) fase Analisis 3) Fase Perencanaan 4) fase Implementasi 5) fase Evaluasi.

Selanjutnya penjelasan lain terkait pengembangan kapasitas kelembagaan /penataan kelembagaan merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang sangat penting dan sangat menentukan keberlangsungan Lembaga maka bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang memenuhi kriteria good governance. (Rintuh & Miar, 2005). 

METODE PELAKSANAAN
Dari identifikasi persoalan pada mitra pengabdian kepada masyarakat tersebut maka dapat dirumuskan model pemecahan masalah dengan melakukan pelatihan kepada perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa, untuk pembangunan desa Sungai Pinang, kecamatan pujud, Kabupaten rokan hilir. Adapun metode yang dilaksanakan oleh tim yaitu sebagai berikut;

1. Tim pengabdian mempresentasikan materi terkait pengelolaan keuangan desa sesuai dengan permintaan mendagri dan UU.

2. Tim pengabdian membuka sesi tanya jawab terkait pengelolaan keuangan desa kepada tim pengabdian.

3. Tim pengabdian melakukan pendampingan secara teknis kepada perangkat desa dalam perancangan pengelolaan keuangan desa.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dalam hal ini Ke penghuluan Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sebagai mitra tim untuk peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini di taja oleh Dosen Program studi Ilmu Pemerintahan  fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
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Pelaksanaan kegiatan PKM ini sudah berjalan dengan baik  tanpa ada kendala yang signifikan, untuk antusias perangkat Desa dalam kegiatan sangat responsif yang tinggi. Adapun tahapan rangkaian acara dilaksanakan oleh TIM yaitu penyampaian Materi bahan yang telah disiapkan oleh tim tentunya berkaitan dengan peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.
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Dari pembahasan dalam kegiatan pengabdian tersebut maka tim dapat menemukan hasil bahwa masih terdapat kekurangan perangkat desa terkait pemahaman dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan aturan yang berlaku. Selanjutnya sarana yang mendukung untuk pengelolaan keuangan masih tergolong minim, seperti sarana internet dan teknologi yang mendukung lainnya. Sehingga dengan adanya kegiatan pengabdian  ini dapat keterbukaan masing-masing individu perangkat desa terkait kendala-kendala yang dihadapi melalui diskusi yang di fasilitas oleh TIM pengabdian. maka terjadi pertukaran pikiran dalam penyamaan persepsi antar individu dalam pengelolaan keuangan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN 

Dari pemaparan dan penjelasan pada di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan teman peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yaitu masih minimnya pemahaman perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Minimnya sumber informasi yang diperoleh perangkat desa, sehingga dengan adanya kegiatan pengabdian ini maka akan membantu perangkat desa akan pemahaman. sehingga menghasilkan solusi yang terbaik untuk pemecahan masalah yang ada.
B. SARAN
Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini Kepenghuluan Pujud sebagai mitra dapar dimuat oleh penulis saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa agar dapar selalu mengadakan kegiatan yang bersifat peningkatan pemahaman kepada perangkat desa.

2. Pemerintah Desa dapat menyusun atau membuat program peningkatan teknologi dilingkungan kerja Pemerintah Desa
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